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I. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi, di mana hubungan antarnegara semakin sulit dibatasi,
perdagangan internasional adalah suaty kenyataan yang harus diterima., Sebagai negara
yang tergabung dalam APEC, Amerika dan Jepang merupakan dua negara yang paling
menonjol dalam penguasaan perekonomian dunia. Oleh karena ity hubun gan perdagangan

kedua negara tersebut, terutama sengketa bisnisnya, dapat digunakan sebagai bahan kajian
yang menarik bagi para ahli hukum Indonesia.

Pada dasarnya kedua belah pihak tidak mengharapkan terjadinya sengketa bisnis
melalui gugatan di pengadilan, khususnya pihak Jepang. Dalam masyarakat bisnis Jepang,
di mana berperkara di pengadilan selalu dihubungkan dengan perlunya sumber daya
manusia dan ekononomi yang besar serta waktu yang lama. maka penyelesaian di luar

pengadilan dinilai menguntungkan karena lebih cepat, lebih efekfif, dan biayanya rendah
(Alison, 1990: 62).

Penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan, dalam kegiatan bisnis
internasional antara Jepang dan Amerika, diharapkan dapat menjembatani perbedaan
sejarah budaya dan perbedaan sistem hukum antara keduanya. Menurut Hoellering (1993:
46-59) tidak seperti pelaku bisnis Amerika yang selalu siap ke pengadilan, orang Jepang
~ secara tradisional — tidak percaya dan selalu menghindar dari penyelesaian perselisihan
di depan umum. Hanya pada akhir-akhir ini saja Jepang mulai menerima perilaku barat
yaitu keterlibatan di pengadilan tidak secara otomatis adalah sesuatu yang buruk.

Dengan mempelajari cara-cara penyelesaian perselisihan di Jepang dan di Amerika,
yaitu yang menyangkut perbedaan budaya yang mendasar serta perbedaan sistem hukum
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II. KONSEP HUKUM JEPANG
Jepang. scbagaimana lndonesia, adalah negara yang menganut sistem hukum eropa
kontinental. Jadi para hakim. dan bukan para juri, yang berperan sebagai pencarj Faktg

menafsirkan hukumnya. Sebagian besar hukum Jepang didasarkan pada Peraturay

dan i |
ulis, kebalikan dengan sistem “common Jay»

perupdang-undangan dan hukum perdata tert
yang mendasarkan pada mengikatnya keputusan hakim.
Pelaku bisnis Jepang menyimpan banyak peraturan perundang-undangan di Kantomy,

. schingga mereka jarang berhubungan dengan para ahli hukumnya. Di Jepang, konsep
tentang perlunya konsultast dengan ahli hukum mengenai kegiatan bisnis hampir tida)
dikenal. Namun demikian, menurut Yamane (1992: 46), hal itu tidak berarti bahwa Jepang
tidak mengenal “lawyers”. Di Jepang terdapat ribuan bahkan puluhan ribu “bengogh;”
termasuk “zeirishi” (tax lawyers), “shihoshoshi” (judicial scriveners), dan “gyouseishoshi”
(administrative scriveners). Para “bengoshi” tersebut secara aktif hadir di pengadilan dag
mengiku.ti jalannya persidangan. Pada umumnya apabila orang jepang membutuhkan
bantuan hukum dalam hubungan bisnisnya dengan pihak asing, maka mereka akan mencari
ahli hukum jepang yang ahli dalam hukum internasional, atau besar kemungkinan mereka
akan mencari penasehat hukum asing apabila mira bisnisnya berasal dari negara-negara
“common law” dikarenakan adanya perbedaan konsep hukum.

Pada dasarnya orang jepang cenderung untuk menghindari proses berperkara di
pengadilan karena adanya beberapa faktor sosial (Ko Yung Tung, 1993: 11-12). Pertama,
dalam masyarakat Jepang hak-hak individu tidak boleh bertentangan dengan hak-hak
masyarakat. Artinya dalam penyelesaian sengketa langkah-langkah yang dilakukan harus
difokuskan pada upaya untuk mempertahankan hubungan baik dan menjaga harmoni
daripada hanya sekedar memperoleh hak-hak hukum. Kedua adalah upaya untuk
memelihara reputasi bisnis. Orang Jepang yang menyelesaikan perselisihannya dengan
berperkara di pengadilan akan menghadapi masalah serius dengan nama baiknya terutama
terhadap para kolega dan pelanggannya. Hal tersebut dikarenakan sebagiampbesar
penyelesaian masalah bisnis dilakukan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah,
sehingga naiknya perselisihan ke pengadilan menunjukkan ketidakmampuan untuk

membuat konsensus.
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111 BENTUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI AMERIKA

Kebalikan dengan konsep hukum Jepang, di Amerika proses untuk berperkara di
pengadilan dalam penyelesaian sengketa merupakan salah satu pilihan dan hal yang biasa.
Pengadilan di Amerika melibatkan banyak sekali peraturan dan praktek-praktek yang
herbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh 2 hal. Pertama, pemerintah federal dan
pemerintah negara bagian mempunyai hukumnya sendiri dan adanya sistem peradilan yang
terpisah. Kedua, para pihak pada umumnya mempunyai hak untuk menyelesaikan
perselisihan mereka dengan peradilan juri.

7 hal mendasar dalam sistem peradilan Amerika tersebut tidak dikenal oleh pihak
Jepang. Hal ini dikarenakan Jepang hanya mempunyai satu kesatuant sistem hukum,
sehingga tidak pernah menghadapi masalah yuridiksi dan masalah pilihan hukum (choice
of Law), di samping itu peradilan juri tidak dikenal di Jepang (Hatori, 1991: 46).

Sejauh ini menurut Ko-Yung Tung (1993: 8-10) bentuk penyelesaian perselisihan yang
paling dikenal di Amerika adalah arbitrase. Dalam beberapa hal arbitrase hampir sama
dengan proses peradilan, hanya saja arbitrase kurang formal, lebih bersifat pribadi, lebih
murah, dan lebih cepat daripada pengadilan. Secarn umum, arbitrase dilakukan dengan
kesepakatan, di mana para pihak memilih lokasi, memilih acbitrator, dan setuju dengan
hal-hal prosedural termasuk pilihan hukum. Di samping itu, para pihak dapat memilth
arbitrase di bawah berbagai institusi, seperti the American Arbitration Association (AAA)
atau the International Chamber of Commerce (ICC).

Selain arbitrase, cara kedua yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa di

Amerika adalah mediasi. Dibandingkan arbitrase, mediasi dinilai lebih tidak formal. Tidak

seperti arbitrator yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam penyelesaian sengketa,
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mediator hanya bertindak schagai penengah. Demikian pula, tidak sebagaimana atbitrator
yang lebih mendengarkan argumentasi dan bukti-bukti, mediator membantu pihak yang
bersengketa dalam negosiasi dan menghilangkan hambatan-hambatan. Mediator membapy,,
para pihak dengan cara apapun untuk mencapai kesepakatan.

Di samping itu masih terdapat beberapa bentuk penyelesaian perselisihan seperti “the
mini-trial” dan “the summary jury trial”; tetapi bagaimanapun arbitrase dan medias; tetap
merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling disukai di Amerika.

IV. BENTUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI JEPANG

Masyarakat bisnis Jepang menggunakan pengadilan hanya sebagai langkah terakhir
dalam penyelesaian perselisihan. Pada umumnya mereka lebih menyukai bentuk-bentuk
penyclesaian perselisihan di luar pengadilan. Sebagai contoh adalah “chotei” (konsiliasi)

yang secara luas digunakan di Jepang dalam perselisihan ingan, misalnya sewa-menyewa,

Dalam penyelesaian sengketa bisnis, orang Jepang mulai dengan negosiasi. Terdapat
3 bentuk negosiasi (Yamane, 1992: 5-6). Pertama adalah suatu cara penyelesaian pribadi,
Dengan cara ini wakil senior dari masing-masing pihak yang bersengketa mengadakan
pertemuan secara intern untuk mencari terobosan atas perbedaan-perbedaan mereka. Pada
tahap ini umumnya tidak ada pihak luar, seperti konsultan atau penasehat hukum, yang
hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam kaitan ini pihak-pihak yang bersengketa Saling
percaya pada kredibililas masing-masing, atau percaya adanya kesungguhan dari para pihak
yang disebut dengan konsep “giri” (mutual sincerity). Setelah persetujuan dapat dicapai,
setiap pihak dengan rasa hormat akan melaksanakan kesepakatan dan mempertahankan
sebagai kewajibannya. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut akan berarti “kehilangan
muka” di depan pihak-pihak lain dan di depan umum. Perasaan malu untuk “kehilangan
muka” ini biasanya cukup untuk menjamin suksesnya pelaksanaan persetujuan.

Bentuk kedua negosiasi yang umumnya dilakukan adatah penyelesaian intern dengan
bantuan sebuah badan pemerintah, dalam bentuk “gyosei shido” (administrative guidance).
Caranya hampir sama dengan yang pertama, yaitu wakil senior dari para pihak
mengadakan pertemuan secara pribadi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan mereka.
Namun demikian, apabila negosiasi mengalami kesulitan maka salah satu atau kedua belah
pihak dapat meminta wakil dari badan pemerintah untuk menengahi, Bagaimanapun, jika
persclisihan terjadi antara 2 perusahaan yang sangat kuat atau jika peselisihan meluas di
depan publik, badan pemerintah tersebut dapat melakukan intervensi tanpa diminta.

Intervensi yang tidak dikehendaki terscbut sering terjadi dalam kasus yang dapat
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mcmpcngnruhi perdagangan aau kevangan internusional. Kementeriun Perdagangan
]ntcl'l“‘smlml dan Industri (MIT1) dan Kementerian Keuangan (MOF) adatah ﬁua
kcmenteﬁan yang paling berpengaruh di Jepang. Salah satu dari kementerian terscbut dapat
mcndesak dan mengarahkan para pihak yang berselisih untuk menerima resolusi secara
gmbal balik. | |
Bentuk ketiga dari negosinsi disebut “kisozen no wakai” atau penyelesaian sebelum
ke pengadilan, yang didasarkan pada Pasal 356 Hukum Acara Perdata Jepang. Dengan
cara iniy pihak—pihak yang berselisih menyelesaikan persoalan mereka secara intern. Hasil
Lesepakatan yang dicapai kemudian diajukan secara formal ke pengadilan. Apabila salah
satu pihak melakukan “wanprestasi” maka pihak yang lain secara otomatis dapat minta
pclaksanaannya ke pengadilan tanpa harus melalui proses gugat-menggugat lagi. Namun
demikian, pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat jarang sekali terjadi karena

adanya perasaan malu untuk “kehilangan muka”.

Akhimnya, jika para pihak (idak mampu menyelesaikan perselisihan melalui salah satu
dari 3 bentuk negosiasi tersebut, maka mereka dapat pergi ke “chusai” atau arbitrase.
Pengaturan mengenai arbitrase terdapat Hukum Acara Perdata Jepang tahun 1891. Namun
demikian, cara arbitrase ini tidak berkembang dengan baik di Jepang khususnya untuk

xasus-kasus domestik, bahkan pasal-pasal arbitrase belum ada perubahan sejak dibuat.

Tidak seperti American Arbitration Association (AAA) yang juga menangari sengketa
bisnis domestik, the Japan Commercial Arbilration Association (JCAA) yang didirikan
pada tahun 1950 hanya menangani perselisihan yang bersifat internasional. Dibandingkan
hanya menangani sedikit sekall -

AAA yang menangani ribuan sengketa bisnis, JCAA
ata menunjukkan tidak lebih dari

tidak lebih dari seratus, - bahkan sampai tahun 1989 d
10 kasus; tahun 1989 hanya ada % kasus bisnis yang ditangani, yang 3 di antaranya dengan

pihak Amerika (Ragan, 1993: 10).

Cara terakhir untuk penyelesaian sengketa bisnis adalah “sosho” atau peradilan. Ada
dua cara dalam pelaksanaan proses peradilan di Jepang (Matsuura, 1989: 41). Pertama
adalah “soshojo no wakai” atau penyelesaian selama peradilan yang diatur dalam Hukum

Perdata Jepang Pasal 136 dan 703. Dengan cara “soshoso 10 wakai” para pihak yang

berselisih mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi penyelesaian dapat dicapai baik

sebelum kasusnya diperiksa atau pada saat kasus rersebut sedang diperiksa. Yang kedua
adalah melakukan proses peradilan sampai selesai, artinyd apabila para pihak tidak dapat
mengatasi perbednan mereka maka kasusnya berlanjut sampai pada putusan pengadilan.
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KETA BISNIS JEPANG DAN AMERIKA

Penyelesaian Melalul Pengadilan
ara penyclesaian sengketa bisnis antara Jepang

Proses peradilan sehagai satu c
anyak kesulitan baik mengenai prosedur maupun materi

A.

dan Amenka menghadapi b
peraturannya. Terdapat beberapa kesulitan dalam prakick untuk memberlakukap
putusan pengadilan asing terhadap perusahaan Jepang. Bahkan jika perusahaan
Amerika memenangkan tuntutaniya terhadap perusahaan Jepang, mereka akan syjq
san pengadilan Amerika di Jepang. Pasal 200 Hukum

untuk melaksanakan putu
Acara Perdata Jepang menyediakan pelaksanaan putusan pengadilan asing dengan

cara, yaitu pihak asing harus mencari “shikko hanketsu” (Judgment of enforcemen),

Untuk itu ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pengadilan Jepang
gadilan asing dapat dilaksanakan (Doi, 1986: 46-59),

mengijinkan putusan pen
Pertama, yuridiksi dari pengadilan di mana keputusan dibuat harus sah menurut

hukum Jepang. Sah artinya, jika kedua pihak setuju untuk menyerahkan pemberlakuan

yuridiksi pengadilan.
Kedua, pihak tergugat Jepang harus sudah dipanggil untuk dimintai keterangan

a menghadap untuk itu. Pernyataan di depan umum saja dinilai

atau secara suka rel
tidak memadai. Ketiga, putusan pengadilan asing tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum dan kesusilaan menurut hukum Jepang.

Syarat yang keempat, yang biasanya paling sulit untuk dipenuhi, adalah adanya
syarat timbal balik (reciprocity). Arti timbal balik adalah, pengadilan Jepang akan
memberlakukan putusan pengadilan Amerika hanya apabila putusan pengadilan
Jepang juga dapat dilaksanakan di pengadilan Amerika.

Dalam kaitan itu, pengadilan Jepang hanya menentukan pengakuan timbal balik
tersebut dengan pengadilan Amerika untuk masing-masing pernegara bagian.

Misalnya pada tahun 1933 Mahkamah Agung Jepang yang lama (the Japanese Great
Court of Judicature) mengakui secara timbal balik dengan negara bagian California.

Kemudian tahun 1988 Mahkamah Agung Jepang (the Japanese Supreme Court)
mengakui secara timbal balik dengan the District of Columbaa, dan sebelumnya 1983
pengadilan Jepang yang lebih rendah mengakui secara timbal balik dengan negara-
negara bagian Hawai dan California.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa proses peradilan dalam penyelesaian sengketa
bisnis antara Jepang dan Amerika mempunyai banyak kendala. Bahkan apabila
perkara telah diputuskan pun pelaksanaannya masih memerlukan banyak persyaratan.
Belum lagi sikap pelaku bisnis Jepang yang menilai berperkara di pengadilan adalah

sesuatu yang “tabu”.
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B. pPenyelesaian Melalui Arbitrage

ebelumnya,
oskan the Federa] Arbitration act (FAA),

| .Pada awa_lnya Pcrlnbentukkan FAA lebih dimaksudkan untuk menangani kasus
bisnis domestik, teta.pl. pada tahun 1970 Congress menambahkan 1 Bab ke dalam
FAA untuk mangantisipasi meningkatnya jumlah arbitrase internasional

yaity tahun 1925, Congress melol

Pad'a tz'l'hlm 1952, JCAA daﬂ_AAA menandatangani perjanjian arbitrase perdagangan.
Perjanjian tersebut menyediakan sebuah model klausula dj mana JCAA dan AAA
merekomendasikan kesatuan kontrak dimasukkan dalam perjanjian mereka. Klausula
tersebut menyatakan bahwa semua perselisihan yang timbul dari perjanjian
diselesaikan oleh arbitrase yang telah ditentukan oleh para pihak, di mana dalam
perjanjian disebutkan dilakukan di Jepang atau di Amerika berdasarkan aturan-aturan
yang terdapat dalam JCAA atau AAA. Apabila para pihak tidak menyebutkan tempat

arbitrase di dalam kontrak mereka, maka perjanjian antara JCAA dan AAA
menyediakan cara untuk memilih tempat arbitrase.

Jepang dan Amerika adalah penandatangan beberapa perjanjian bilateral dan
multilateral. Terdapat 2 “treaties” paling penting yang berhubungan dengan arbitrase
yang mereka tandatangani. Pertama adalah Perjanjian Persahabatan, Perdagangan,
dan Pelayaran atau “the Friendship, Commerce, and Navigation Treaty” (the FCN
Treaty) yang ditandatangani oleh Jepang dan Amerika tanggal 2 April 1958. Kedua
adalah Konvensi PBB tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
tshun 1958 atau the 1958 United Nations Convention on the Recognation and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the New York Convention) yang diterima
oleh Jepang tahun 1961 dan oleh Amerika tahun 1970.

Secara umum dalam berperkara bisnis internasional, Jepang lebih menyukai
arbitrase daripada berperkara melalui pengadilan. Dengan memilih arbitrase, pelaku
bisnis Jepang dapat mencegah pihak Amerika menggunakan pengadilan yang dapat
meningkatkan permusuhan secara terbuka. Orang Jepang paling tidak menyukai
perselisihan di depan publik, Pada umumnya pihak Jepang yang bersengketa di
pengadilan hampir tidak pernah menjalin hubungan baik lagi setelah proses peradilan
selesai,

Sebenarnya, jika dilihat dari konteks perselisihan Jepang-Amerika, prospek
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an pulisiuy sangat ferpantung pada apakah scnglfcln bisnis tersebuy d“‘ﬂmkan
.b“a'u Jdi Amerika. Karena, keduanyn mempunyai konsckwensi yang berbeg,.
i filakukan di Jepang, maka proses pcr:ndilfln adalah pilihap (erbajy
Larena langsung dapat dilaksanakan {directly cnfochal?lc judgmr.:m), Tetapi, apabil,
J arbitrase, maka pelaksanaan putusan arbitrase harus d.llakukan melalyj 9
tahap, pertama melatui arbitrase itu s'endlrl. dan lfcdua melalui pengadilan Utk
meminta “shikko Hanketsu”. Bagi arbitrase domcstlk. (JCAA), memperoleh “Shikko
hanketsu™ adalah lebih mudah daripada arbitrase asing (Yamane, 1992; 44),

Pada umumnya, pihak Amerika lebih menyukai penyelesaian sengketa mela]yj
arbitrase di Amerika karena adanya perjanjian yang mendukung pelaksanaan Putusan
arbitrase asing. Perjanjian semacam itu hampir tidak ada untuk pelaksanaan putusap
pengadilan asing, atau kalau ada pun, kemungkinan antara Jepang dengan hanya
beberapa negara bagian secara pengakuan timbal balik (reciprocity). Di samping ity
para pihak dapat memiliki kontrol yang lebih besar terhadap aspek-aspek prosedura]
dalam arbitrase dibandingkan yang dapat mereka lakukan terhadap pengadilan.

pelahsana
i Jepiang
Jika senpheld €

memilih

C. Contoh Sengketa Bisnis

Kesulitan terbesar untuk mendapatkan dan menganalisis kasus bisnis antara
Jepang dan Amerika yang diselesaikan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)
atau alternauf penyelesaian perselisihan — di luar pengadilan — adalah sangat
sedikitnya jumlah putusan ADR yang dipublikasikan, Sebagai contoh; medias; dan
konsiliasi, pada umumnya tidak ditemui bagaimana proses berlangsungnya, kecualj
hanya keputusan akhirnya yang bersifat rahasia serta tidak dipublikasikan. Demikian
pula untuk arbitrase biasanya dilakukan secara rahasia tanpa adanya laporan, kecuali

Jika kedua pihak setuju untuk dipublikasikan, itu pun pada umumnya, nama dan dat
yang penting disembunyikan. a

Satu kekecualian adalah keputusan arbitrase dari kasus IBM melawan Fujitsy

(%\flnoofin.'1989). Kasus tersebut dimulai ketika Fujitsu mengembangkan sebugh
smt(?m mainframe” yang sangat lergantung pada sistem operasi IBM. Artinya, sebagai

(TBM’s intellectual property rights). Tahun
asi dan mengadakan perianii

PErjanjian tentang hal-hal
t
menggunakan perangkat lunak dar; IBM. Tetapi, pada tahun

an dan IBM mintg penyelesaian melalui arbitrase.

1983, para pihak melakukan negosi
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Pada tahun 1987, putusan arbitrase menentukan bahwa Fujitsy h
e . ol et , “ujitsu
sejumlah besar uang sebagai pengganti atas

demikian yang perlu dicatat adalah, para arbi .y

apakah menggunakan hukum Jcpangp ::l:u;"::]:z:’/:':ﬁiE;f:‘cﬂ: n]]c ngUm}] m,lfan
tersebut. Para arbitrator juga tidak berusahg menemukan adanya kc;lz:hdp perjar']ijlmkn
Tanpa menyalahkan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan pcf-an-?Si o3,
putusan tersebut menjadi sesuatu yang sensitif bagi pihak Jepang A::in;a Fujitsd
dapat melanjutkan hubungan dengan pihak IBM tanpa adanya Pcr'asaan malu dan
sudah pasti, akan mempengaruhi nama baik Fujitsu. Demikian pula kelanjulan‘

hubungan antara Fujitsu-IBM secara umum sangal bermanfaat bagi para pelanggan
masing-masing.

arus membayar
penggunaan informasi dari IBM. Namun

Meskipun demikian ada 2 hal yang tetap menjadi masalah, pertama hukum hak
cipta (dan paten) untuk perangkat lunak dan teknologi tetap tidak terselesaikan.
Kedua, pihak-pihak Amerika dan Jepang yang melakukan transaksi teknologi
komputer di masa depan tidak dapat mengandalkan pulu'san Arbitrase IBM-Fujitsu
karena putusan arbitrase tidak mengikat. N
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